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ABSTRAK

Mustika Hanum Hasibuan (1505170366) Analiss Penerapan dan Perbandingan
Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008
Pada PT. Antar Lintas Sumatera M edan.

Rumusan masaah Bagaimana penerapan Pgjak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Antar
Lintas Sumatera Medan ? Apakah perhitungan pajak PPh 21 atas tunjangan pada PT.
Antar Lintas Sumatera sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan? Bagaimana
penergpan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh Pasa 21 tersebut ? Tujuan
Penelitian Untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukkan sebagai
penambah penghasilan, Untuk mengetahui apakah dampak dari perbedaan
perhitungan tersebut, Untuk mengetahui bagaimana penerepan sanksi atas perbedaan
Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut. jenis penelitian yang digunakan adal ah Deskriptif.

Hasil dari analisa menunjukan bahwa Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak
dimasukan sebagal penambah penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk
natura yang diberikan oleh perusshaan kepada pegawainya maka tidak wajib
dipotong PPh Pasal 21. perusshaan juga beranggapan bahwa jika pemberian
tunjangan tersebut diikutsertakan dalam pemotongan PPh Pasa 21 akan
memberatkan wajib pgak tersebut. Dampak dari perbedasan perhitungan PPh Pasal
21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan kekurangan pemotongan
PPh Pasal 21 yang tidak memasukan tunjangan sebagai unsur penambah penghasilan
sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Maka perusahaan akan
menanggung kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

KataKunci : PPh Pasal 21, Undang-Undang No. 36 tahun 2008



ABSTRACT

Mustika Hanum Hasibuan (1505170366) Analysis of Application and
Comparison of Calculation of Income Tax Article 21 for Benefits Based on
Indonesia L egislation No. 36 of 2008 at PT. Antar Lintas Sumatera M edan.

Problem formulation How to apply Article 21 Income Tax to PT. Antar Lintas
Sumatera Medan? Is the calculation of PPh 21 tax on benefits at PT. Inter-
Sumatra Cross is in accordance with the tax law? How is the application of
sanctions for differences in the calculation of Income Tax Article 21? Research
Objectives To find out why benefits are not included as income enhancers, to find
out whether the effects of these differences in calculation, to find out how the
sanctions are applied for differences in the calculation of the Income Tax Article
21 the type of research used is descriptive.

The results of the analysis show that the reason for the company giving the
allowance is not included as an increase in employee income, because the
allowance is a natural form provided by the company to employees o it is not
required to cut Article 21 Income Tax. will burden the taxpayer. The impact of the
difference in the calculation of Income Tax Article 21 for companies will suffer
losses due to lack of cuts in Income Tax Article 21 which does not include
allowances as an income enhancing element so that the allowance is not deducted
by article 21 of income tax.

Keywords: Tax Article 21, Indonesia Legislation No. 36 of 2008
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia Perbedaan
keadaan ekonomi, budaya dan segjarah suatu negara berdampak pada pola
perpagjakan Negara tersebut. Pgjak Penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit
dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-
penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat penghasilan berbeda
(Damanik dan Hamzah, 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang paling utama dan
yang paling besar pada APBN. Pgak merupakan sumber yang sangat penting
dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam
mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak,
terutamabagi wajib pajak untuk membayar pagjak (Ortax, 2012).

Menyadari arti  pentingnya sektor pajak sebagai komponen utama bagi
anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) maka pemerintah selalu
mereformasikan undang-undang paak yang tujuannya untuk memperbanyak
objek pajak, meningkatkan keadilan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan
memantapkan kepastian hukum dalam pungutan pajak. Undang-Undang pajak
penghasilan telah mengalami empat kali perubahan yaitu mulai dari Undang-

Undang



No.7 tahun 1985 tentang pajak penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang
No0.10 tahun 1994 dirubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan
terakhir Undang-Undang No0.36 tahun 2008 mengenai pagjak penghasilan pasal 21
dan Surat Keputusan Keuangan No0.545/PJ2008 menyatakan bahwa pagak
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh
wajib pgjak orang pribadi yang disebut subjek pajak. Wajib pagjak dikenakan atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat
pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika bagian
pajak subjektifnyadimulal atau berakhir tahun pajak .

PPh pasa 21 menurut Keputusan Menteri Keuangan No . KEP-
545/PJj2008 bab 1 Pasal 1 Ayat (1 ) adalah pgak penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pagak orang
pribadi yang dimana PPh pasal 21 adalah pagjak penghasilan yang berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No0.36 tahun 2008.

Menurut Undang-Undang No0.36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak
penghasilan pasal 21 adalah pgjak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi
kewagjiban wajib pgak untuk membayarnya penghasilan yang dimaksud adalah
berupa ggji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib paak orang

pribadi dalam negeri .

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pgjak Nomor PER

32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa ggji, upah, honorium, tunjangan dan



pembayaran lain dengan namadan dalam bentuk gpapun yang sehubungan dengan
pekerjaan bebas atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

sebagai subjek pajak dalam negeri

PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan merupakan salah satu perusahaan
swasta dalam bidang jasa trasnportasi darat. Sebagai perusahaan yang didirikan
dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya
membayar pajak yang telah ditentukan salah satunya adalah PPh Pasal 21. yang
dimana pajak perusshaan akan dihitung, disetor dan dilgporkan kesurat
pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan
pemotongan penghasilan yang telah diterima pegawa dan melaporkan
perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghasilan yang
dikenai PPh pasal 21 tersebut merupakan penghasilan yang diterima dan dipotong
PPh Pasal 21 antara lain gaji pokok, tunjangan Istri, tunjangan anak, tunjangan
transportasi dan tunjangan kesehatan yang termaksud dalam penghasilan yang
diterimabaik secara teratur maupun secara tidak teratur harus diperhitungkan dan
dipotong PPh Pasal 21 diantaranya tunjangan cuti, bonus, tunjangan hari raya

(THR), dapat dilihat dari table berikut ini :



PT. ANTAR LINTAS SUMATERA

Tabel 1.1

DAFTAR GAJI PEGAWAI DAN PENGURUS
PERIODE JUNI 2018

NO | NAMA PTKP | Jabatan | Ggji/Bulan | POTONGAN JUMLAH PPh
PEGAWAI B. PTKP
Jabatan
1 DrsH.  Syahrul | K/3 Press. 11.000.000 | 500.000 | 6.000.0 | 4.500.000 258.000
Nasution Kom 00
2 H.Chandra K/3 Dir. 12.500.000 | 500.000 | 6.000.0 | 6.000.000 483.000
Lubis Utama 00
3 H.Efrizal K/3 Dir.Ke | 12.000.000 | 500.000 | 6.000.0 | 5.500.000 408.000
Nursawan uangan 00
4 Ikhwan Lubis K/2 Peg. 2.225.000 | - - - -
Kantor
5 Alwi Matondang | K/2 Peg. 2.000.000 | - - - -
Kantor
6 Ridwansyah K/3 Peg. 2.000.000 | - - - -
Kantor
7 Nurzannah Hsb TK/O | Peg. 2.000.000 | - - - -
Kantor
8 Deliana Pane TK/O | Peg. 1.800.000 | - - - -
Kantor
9 Sri Sulastri TK/O | Peg. 1.800.000 | - - - -
Kantor
10 M. Yakup TK/O | Peg. 1.800.000 | - - - -
Kantor
11 Erlina Nst TK/O | Peg. 1.900.000 | - - - -
Loket
12 Megawati TK/O | Peg. 1.700.000 | - - - -
Rangkuti Loket
13 Rosmala Lubis TK/O | Peg. 1.700.000 | - - - -
Loket
14 Lulu Kugtia Sari TK/O | Peg. 1.700.000 | - - - -
Loket
15 | ArddinaNst TK/O | Peg. 1.700.000 | - - - -
Loket
16 Batuah Batubara K/2 Peg. 1.700.000 | - - - -
Gudang
17 Marsalim K/3 Peg. 1.700.000 | - - - -
Gudang
18 Reza Fahlevi K/3 Peg. 1.700.000 | - - - -
Gudang
19 Rachmad K/2 Peg. 1.700.000 | - - - -
Gudang
20 Muliadi K/2 Peg. 1.700.000 | - - - -
Gudang

pengurus PT. Antar Lintas Sumatera Medan tahun 2018 di atas terlihat jelas

Menurut data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai dan

sumber : PT. Antar Lintas Sumatera Medan, 2018




bahwa yang termaksud dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan
biaya jabatan, sedangkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak intern
perusahaan bahwa tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada setiap
pegawai minima satu bulan ggi dan perusahaan juga memberikan tunjangan
berupa tunjangan kesehatan, tunjangan anak istri dan tunjangan dana taktis
(tunjangan perjalanan dinas) Tetapi perusahaan tidak mencatat sebagai penambah
penghasilan pegawa hanya dicatat sebagai keluaran oleh perusshaan yang
dialokasikan ke biaya ggji Administrasi dan Umum. Perusahaan mempunyai
alasan bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21 karena

akan memberatkan pegawai tersebut sebagal pihak yang dipotong PPh Pasal 21.

Jika dilihat pada peraturan perpajakan, tunjangan termaksud sebagai
penambah penghasilan, Namun pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan
penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan tersebut tidak sebagal
penambah penghasilan dianggap hanya sebagai biaya, sehingga tunjangan tersebut
tidak dipotong PPh Pasal 21. Maka dengan ini saya mengambil judul “Analisis
Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Antar Lintas Sumatera

Medan”.

B. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasikan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. PT. Antar Lintas Sumatera Medan memberikan tunjangan kepada
pegawai dan pengurusnya tetapi tidak dianggap sebagai penambah

penghasilan.



2. Penambahan biaya ggi PT. Antar Lintas Sumatera Medan yang
disebabkan pemberian tunjangan.

3. Adanyasanksi yang diberikan atas perhitungan PPh Pasal 21 tersebut

C. Rumusan Masalah dan Batasan M asalah
Rumusan M asalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
permasal ahannya sebagai berikut :
1. Mengapa pemberian tunjangan tidak dimasukan sebaga penambah
penghasilan
2. Apadampak dari perbandingan perhitungan tersebut
3. Bagaimana penergpan sanksi atas perbedaan perhitungan PPh Pasal 21
tersebut.
Batasan M asalah
Dalam Penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap pegawai

yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui mengapa tunjangan tidak dimasukkan sebagai
penambah penghasilan.
2. Untuk mengetahui gpakah dampak dari perbedaan perhitungan tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerepan sanksi atas perbedaan

Perhitungan PPh Pasal 21 tersebut.



M anfaat Pendlitian

1.

Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan menambah wawasan
yang berhubungan dengan masalah pagak penghasilan, khususnya PPh
pasa 21.

Manfaat Bagi perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai sarana dan masukan bagi perusahaan
sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan oleh perusshaan dalam ha Penerapan dan
perbandingan perhitungan PPh pasal 21 atas tunjangan.

Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebaga pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan

menjadi referensi dalam rangka mengkaji masalah yang sama.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori
1. Tunjangan
a. Pengertian Tunjangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pasal 1,
Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi
kerja kepadapara pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur.

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 (@), yang menjadi objek
pajak adalah penghasilan, yaitu setigp tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pagak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termaksud penggantian atau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termaksud gaji, upah, tunjangan,
honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.

Tunjangan adalah penghasilan tambahan diluar gaji pokok yang berkaitan
dalam pel aksanaan tugas dan sebagai insentif.
b. Jenis— Jenis Tunjangan

1) Tunjangan yang bersifat teratur



Tunjangan yang bersifat teratur adalah upah atau gaji yang diterima secara
teratur setigp bulannya oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya,
seperti :

a) luran BPJS atau premi asuransi pegawal yang dibayarkan perusahaan.
BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga
nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga
negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih
dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. luran BPJS ini
dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan presentase iuran dari
ggji atau upah yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. luran
BPJS yang termaksud dalam komponen cara kperhitungan PPH Pasal 21
terdiri dari :

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi
tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja
sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang
berhubungan dengan pekerjaan.luran JKK dibayarkan oleh
sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok
jenis usahadan risiko:
(1) Kelompok I : Premi sebesar 0,24% x Upah kerja sebulan.
(2) Kelompok Il : Premi sebesar 0,54% x Upah kerja sebulan.
(3) Kelompok 111 : Premi sebesar 0,89% x Upah kerja sebulan.
(4) Kelompok IV : Premi sebesar 1,27% x Upah kerja sebulan.

(5) Kelompok V : Premi sebesar 1,74% x Upah kerja sebulan.
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(2) Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukan bagi ahli waris dari peserta program
BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan
kerja. Pengusaha wajib penanggung iuran program Jaminan Kematian
sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

(3) Jaminan Kesehatan (Jkes/ BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015
Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak.
Sejak 1 Juli 2015, tarif luran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji
perbulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1%
dibayar oleh pegawai. Ggji atau upah yang digunakan sebagal dasar
perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok
dan dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji dan upah per bulan
yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP
dengan status kawin dan 1 anak.Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri
dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya
iuran adalah 1% per orang dari ggji atau upah.

a) Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, Jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada

pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian

maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah
penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang

menerimatunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau  gross-up.

2) Tunjangan Tidak teratur .
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Penghasilan tidak rutin adalah upah atau ggji yang diterima secara tidak

teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti :

a)

b)

Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar ggji kepada pegawal atau
dividen tambahan kepada pemegang saham.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/lburuh yang telah
mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan
dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

Upah lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan
karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja

normal yang telah ditentukan.

2. PPh Pasal 21

a. Pengertian PPh pasal 21

Pengertian PPh pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang

menyatakan bahwa pagak penghasilan pasal 21 adalah pagak yang terutang atas

penghasilan yang menjadi kewgjiban wajib pgak untuk  membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa ggji, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pagak

orang pribadi dalam negeri.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-545/PJ2008 Bab 1 ayat

(1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
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yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang singkat PPh pasal 21 atau
PPh pasal 26 pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan
pembayaran lain dalam nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan dan kegiatan sebagaimanayang dimaksud dalam PPh Pasal
21 dan 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Menurut Waluyo (2011 : 201),mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah :

“Pgjak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun
sehubungan dengan pekerjaaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21
adalah pgjak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pagak
orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

pajak penghasilan

b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1) Undang-undang pajak penghasilan Nomor 18 Tahun 1994 dan
terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000.Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK. 04/1998 tentang
faktor penyesuaian besarnya PTKP, Keputusan Menteri Keuangan No.
426/KMK. 04/1998 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang
bersifat fina atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan tertentu. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK. 04/1998
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3)
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tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai
harian dan mingguan serta pegaawai tidak tetap lainnya yang tidak
dikenakan pemotongan pajak penghasilan dan Keputusan Menteri
Keuangan No. 521/KMK. 04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau
pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap
atau pensiun.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/P¥2000 tentang petunjuk
pelaksanaaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan
pasad 21 dan pasa 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan orang pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang paak
penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja
dari pekerjaan, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

486/KMK. 03/2003.

Sehubungan dengan peraturan pemerinah Nomor 47 tahun 2003  tentang

1.

pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari
pekerjaan, Jo.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 486/KMK.
03/2003 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa caralama dengan dasar UMP/UMK
telah melihat pada purchasing power setigp daerah yang tidak sama. Pada
kesempatan ini penulis akan menyampaikan dasar yang digunakan dalam
menghitung pajak penghasilan pasal 21 baik Peraturan Pemerintah atau Keputusan

Menteri keuangan sebagai berikut:

Peraturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang pekerja sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003, adalah peraturan



14

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 yang
berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003

2. Pokok pengaturan Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK. 03/2003
pada butir 1 meliputi:

a. Pekerja yang mendapat perlakuan pajak penghasilan yang ditanggung
oleh pemerintah adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang
bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada suatu
pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah, serta imbalan
lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai
dengan Rp. 2.000.000,00 per bulan

b. Terhadap pgak penghasilan yang terutang atas gagji, upah, serta
imbalan lainnya dari pkerjaan yang diterima oleh pekerja sampai
dengan Rp. 1.000.000,00 per bulan ditanggung pemerintah.
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dihitung secara
bulanan dan tidak disetahunkan.

c. Pekerja yang berstatus pegawai tetap, besar nya Pgjak Penghasilan
dari pekerjaan, yaitu sebesar jumlah Penghasilan Kena Pgak yang
dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 3 dikalikan tarif Pasal 17 ayat 1
Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Sedangkan terhadap
pekerja yang berstatus pegawai tidak tetap, Pajak Penghasilan pasal 21
atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah Penghasilan
Kena Pgjak yang dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 4 dikalikan
dengan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang pajak Penghasilan Tahun

2000.
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d. Besarnya Pgak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh
pemberi kerja atas penghasilan pekerja adalah sebesar pajak
Penghasilan Pasal 21 yang terutang dikurangi Pajak Penghasilan yang
ditanggung pemerintah yaitu Pgak Penghasilan Pasal 21 yang
terutang atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai
dengan Rp. 1.000.000,00.

e. Pgak Penghasilan yang Terutang oleh pekerja yang ditanggung oleh
Pemerintah dan Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong
pemberi kerja, wajib dilaporka dalam SPT Tahunan Pgjak Penghasilan
Pasal 21 pemberi kerja

3. Sgjak tanggal 1 juli 2003 sampa dengan ditetapkannya Keputusan

Menteri Keuangan tersebut tanggal 30 Oktober 2003, wajib pajak dapat

membetulkan SPT masa Pgak Penghasilan Pasal 21 atas melakukan

penyesuaian perhitungan. Penyesuaian perhitungan tersebut dilakukan
pada saat mengisi SPT Tahunan Pgjak Pengahasilan Pasal 21 dengan
melakukan penghitungan kembali Pgjak Penghasila pasal 21 terutang

setelah tahun takwin berakhir.

c. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Pengertian subjek paak PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36
tahun 2008 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh 26
berdasarkan keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana yang dimaksud pasal
1 ayat (2) sampai dengan ayat (10) serta orang pribadi lainnya yang menerima

atau jasa dari kegiatan pemotongan pajak sebagaimana yang ada dalam pasal (2).
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Berdasarkan keputusan Jendral Pajak KEP-545/PJ/2008 BAB 2 pasal (1) sampai

dengan (3) yang dimaksud subjek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

Pegawai, adalah setigp orang pribadi yang melakukan pekerjaan
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak
tertulis.

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua, atau jaminan hari tua, termaksud ahli warisnya.

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antaralain meliputi:

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan
aktuaris;

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya;

¢) Olahragawan;

d) Penasihat, penggjar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;

e) Pengarang, penelitih dan penerjemah;

f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termaksud teknik, computer dan
system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi
dan sosia, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian;

g) Ageniklan;

h) pengawas atau pengelolah proyek;
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i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang
menjadi perantara;

J) petugas penjgja barang dagangan;

k) petugasdinas luar asuransi;

[) distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan
sejenisnya.

4) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain
meliputi :

a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan
olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan
perlombaan lainnya;

b) pesertarapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja;

C) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu;

d) pesertapndidikan, pelatih, dan magang;

e) pesertakegiatan lainya;

d. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21
Tidak termaksud pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak
penghasilan pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima
penghasilan yaitu sebagai berikut :
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja

pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
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a) Bukan WargaNegara Indonesia; dan

b) di Indonesiatidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;

Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh

Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia.

e. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifar teratur maupun tidak teratur;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus
berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau
jaminan hari tua, dan pembayaran lain sgjenis;

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang
dibayarkan secara bulanan;

Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorium, komis,

fee, dan imbalan sgjenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
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imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan;

Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
reprensentasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan segjenis dengan nama

apapun;

f. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

1)

2)

3)

4)

5)

Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusshaan asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi beasiswa;

Penerimaan dalan bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk
apapun yang diberikan oleh wajib paak atau pemerintah, kecuali
diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib paak yang dikenakan pajak
penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pagak penghasilan
berdasarkan norma perhitungan khusus ( deemed profit);

luran pensiun yang dibayarkan kepada penerima dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan
hari tua atau iuran jamina hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan
hari tua atau penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh
pemberi kerja;

Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah;
Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari

wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan
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formal/ nonformal yang terstruktur baik didalam negeri maupun diluar

negeri;

g. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ2016 ayat (2)
Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan,
termaksud bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewagjiban untuk melakukan
pemotongan pagak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang
Pajak penghasilan. Pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1) Pemberi kerjayang terdiri dari :

a) Orang pribadi;

b) Badan;

c) Cabang, perwakilan, atau unit dalam yang melakukan sebagian
seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran ggji, upah,
honorium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan, unit kerjatersebut.

2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termaksud bendaahara atau
pemegang kas pada pemerintah pusat termaksud institusi TNI/POLRI,
pemrintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri,
yang membayar ggji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran
lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan, atau jabatan, jasa dan kegiatan;
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3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosia tenaga kerja, dan
badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
serta badan yang membayar :

a) Honorium, komisi, fee, atau pemayaran lain sebaga imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan
status subjek pajak dalam negeri, termaksud jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya
sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

b) Honorium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan
dan pelatihan, serta pegawai magang.

5) Penyelenggara kegiatan, termaksud badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar
honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib

pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

h. Tarif PPh Pasal 21
Tarif Pgjak PPh Pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17
Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2008. Besarnya tarif pajak PPh
Pasal 21, yang terutang dalam pasal 17 Undang-Undang Pgjak Penghasilan No. 17
tahun 2000, disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabe I1.1

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 (a)
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Penghasilan K ena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 15%
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30%

i. Pengurangan yang diperbolehkan

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pgjak No: PER-16/PJ2016 Pasd

10yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal

21 sebagail berikut :

1) Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi dengan :

a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memlihara, menghasilkan sebesar 5% dari penghsilan bruto,

setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan

atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun .

b) luran yang terkait dengan gaji yang diperoleh oleh pegawa kepada

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri

keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan.

2) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang

dipotong PPh Pasa 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto

dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari

penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu
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rupiah) sebulan atau Rp. 2. 400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah)
setahun.

3) Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai di hitung
berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan PTKP yang

jumlahnya sebagai berikut :

Tabel I1.2
PTKP PPh Pasal 21
Menur ut Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER-16/PJ/2016

KETERANGAN SETAHUN
WP sendiri Rp. 54.000.000
Tambahan wajib pajak kawin Rp. 4.500.000
Tambahan istri yang penghasilan digabung suami Rp. 54.000.000
Tambahan keluarga tanggungan max. 3 tanggungan Rp. 4.500.000

j. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
(deductible)

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
usaha.Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari
yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.Untuk dapat dibebankan sebagai
biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunya hubungan langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek paak.Dengan
demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek paak tidak boleh

dibebankan sebagai biaya.

k. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Non

deductible)
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Pengeluaran dan biaya yang tidak berkaitan (baik langsung maupun tidak

langsung) dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

yang merupakan objek Paak Penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Selain itu pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan

atau yang jumlahnya melebihi kewgaran tidak dapat dikurangkan dari

penghasilanbruto.Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pgjak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usahatetap, yaitu:

1.

8.

9.

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun (termasuk
dividen dan pembagian sisahasil usaha)

Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wgjib Pgjak orang
pribadi

Natura dan kenikmatan

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebaga imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

Pajak penghasilan

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

10. Ggji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnyatidak terbagi atas saham



25

11. Sanksi administrasi perpajakan

[. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pgjak No: PER-16/PJ2016 Pasal 26
yang mengatur tata cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas
penghasilan tidak teratur, adalah sebagai berikut :

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi dua,

yaitu :

1) Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh
Pasal 21 yang terutang untuk setigp masa pgjak, yang dilaporkan dalam
SPT masa PPh Pasal 21;

2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian SPT Form 1721-A1 atau
1721-A2, yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Pasal 21.
Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

a) Bulan saat pegawai tetap berhenti bekerja
b) Akhir tahun pgak bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir
tahun takwin.
a. Penghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap

1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetep terlebih

2) dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
selama sebulan, yang meliputi seluruh ggji , segaa jenis tunjangan dan
pembayaran teratur lainnya, termaksud uang lembur (overtime) dan
pembayaran sejenisnya.

3) Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan (JKK),



4)

5)

6)

7)
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Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan
penghasilan bagi pegawai. daam menghitung PPh Pasal 21, premi
tersebut digabung dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh
pemberi kerja kepada pegawai.

selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya
jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua dan/atau iuran
Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawa yang
bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS
K etenagakerjaan.

selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jJumlah penghasilan
neto sebulan dikalikann 12.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya
sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi
mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun
dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan
banyaknya bulan segjak pegawa yang bersangkutan mulai bekerja
sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penergpan
Tarif dasar 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto

setahun pada huruf d atau e diatas, dikurangi dengan PTKP.
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8) Selanjutnya diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17
ayat (1) a UU. PPh terhadap Penghasilan Kena Pgak sebagaimana
dimaksud pada huruf f, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang
harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :

1) Jumlah PPh Pasa 21 setahun atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12; atau
2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf e dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor
pengali sebagaimanadimaksud pada huruf e.
b.  Penghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak teratur bagi pegawai
tetap
1) Apabila kepada pegawa tetap diberikan jasa produksi, tantiem,
grafikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain
semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali
setahun, Maka PPh Pasa 21 dihitung dan dipotong dengan cara
sebagai berikut:

a) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan
ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa
produksi, dan sebagainya.

b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan
tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan
huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa

tantiem, jasa produksi, dan sabagainya.
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d) Daam hal pegawai tetap yang kewajian pajak subjektifnya sudah
ada sgjak awa tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan
Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur
tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan
memperhatikan ketentuan mengena penghitungan PPh Pasal 21

Bulanan atas penghasilan Teratur.

c. perhitungan PPh 21 Pegawai tetap

Gaji Setahun Rp. xxx
Ditambah :
Premi yang ditanggung pesuhaan Rp. xxx
Tunjangan Hari Raya Rp. xxx
Tunjangan Danataktis Rp. xxx
Tunjangan Lain- Lain Rp. xxx
Penghasilan bruto Rp. Xxx
Dikurang :
Biayajabatan Rp. xxx

Rp. xxx
Penghasilan netto setahun Rp. xxx
Dikurang :
Penghasilan tidak kenapajak Rp. xxx
Wajib pagjak sendiri Rp. xxx
Tambahan WP kawin Rp. Xxx
Tambahan anak (maksimal 3) Rp. Xxx

Rp. xxx
Penghasilan kena pajak Rp. Xxx
PPh pasal 21 Rp. xxx
Sampai Rp. 50.000.000 x 5% Rp. Xxx

Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000 X 15%  Rp. XXX
Rp.2 50.000.000-Rp. 500.000.000 X 25%  Rp. XXX

Diatas Rp. 500.000.000 x 30% Rp. Xxx
Rp. XXX
PPh pasal 21 setahun Rp. xxx

PPh pasal 21 sebulan (PPh pasal 21 setahun/12) Rp. xxx
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m. Tata cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pgjak No: PER-16/PJ2016 Pasal 24

yang mengatur tata cara penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21sebagai berikut :

1)

2)

3)

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap
masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak
berakhir

Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotngan dan penyetoran
PPh 21 untuk setigp masa pgjak yang dilakukan melalui penyampaian
Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Dalam ha tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasa 21
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan denan hari libur
termaksud hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan

PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Penelitian Tedahulu

Penelitian yang dilakukan pada PT. Antar Lintas Sumatera pernah dilakukan

oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang

dapat dilihat padatabel dibawah ini:

Tabd 11.3
Penelitian terdahulu
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Nama Judul Variabel Hasl| Penelitian
Aida Analisis Variabel Hasil menelitian ini
Mawaddah perbandingan | Perhitungan | menunjukkan bahwa Alasan
(2015) perhitungan | Pemotongan | perusahaan  pemberian THR
PPh Pasal 21 | Penyetoran | tidak dimasukkan sebagai unsur
berdasarkan pendapatan karyawan, karena
undang- THR merupakan penghasilan
undang paak yang tidak teratur yang diterima
No. 36 tahun sekali dalam setahun jadi pihak
2008 pada perusahaan menganggap bahwa
PT. Antas THR tidak wajib dipotong, yang
Trisna Mau wajib dipotong hanya
Bersama penghasilan yang bersifar teratur
Palembang dampak dari perhitungan PPh
Pasal 21 bagi perusahaan akan
mengal ami kerugian
dikarenakan diperiode
sebelumnya tidak ada masalah
lebih bayar dan secara langsung
tidak bisa menutupi kurang
bayar yang saat ini sedang
dialami sedangkan bagi
karyawan akan men;jadi
keuntungan karena THR tidak
dipotong PPh Pasal 21
Debora Natg Analisis Variabel : Hasil dari  penelitian  ini
Watung Perhitungan | Perhitungan | menunjukkan Penerapan,
(2014) dan Pemotongan | perhitungan, pemotongan,
Penerapan Penyetoran | penyetoran, pelaporan pajak
Pajak penghasilan pasal 21 atas ggi
Penghasilan pegawai pada PT. Cipta Daya
Pasal 21 serta Nusantara telah sesuai dengan
Pelaporan peraturan  perpgakan  yang
PT. Daya berlaku, yaitu undang- undang
Cipta No. 36 tahun 2008 dan Peraturan
Nusantara Menteri Keuangan 250/PMK.
03/2008 tentang biaya jabatan
karena dalam perhitungannya
tidak didapati adanya selisih dan
PT. Daya Cipta Nusantara dalam
pengggiiannya  menggunakan
System bulanan dimana gaji
diterima setigp awal bulan dan
diserahkan langsung kepada
pegawai bersangkutan.
Butet Uli Evaluasi Variabel : Dari  hasil  penelitian ini




31

Arthaa Penghitungan | Perhitungan | menujukkan  bahwa  proses
Panjaitan Pajak Pemotongan | penghitungan pajak penghasilan
(2010) Penghasilan | Penyetoran | 21 belum mengacu dengan
Pasal 21 peraturan  perpgakan  yang

Studi  Kasus berlaku pada tahun 2008 untuk

Pada PT. penghasilan teratur dan

Persada Abdi penghasilan tidak teratur. PT.

Jaya Persada Abdi Jaya belum

melakukan pembulatan

Penghasilan Kena Paak (PKP)
menjadi ribuan kebawah. ha ini
tidak mengacu pada peraturan
Keputusan  Direktur  Jendral
Pajak No. KEP- 545/PJ2000
pasad 17 dan juga terdapat
kesadlahan dalan melakukan
penghitungan  biaya jabatan
untuk penghasilan tidak teratur
yang tidak mengacu pada PER-
15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1) a

B. Kerangka Berpikir

PT. Antar Lintas Sumatera merupakan sebuah badan yang bergerak
dibidang jasa transportasi darat yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan
Terbatas, dan perusahaan tersebur memiliki kewajiban perpgakan. Kewajiban
perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan paak penghasilan baik

perorangan maupun badan.

PT. Antar Lintas Sumatera Medan memberikan tunjangan berupa tunjangan
hari raya kepada setigp pegawai minimal satu bulan gaji yang dibayarkan setiap
satu tahun sekali atau menjelang hari besar keagamaan dan juga memberika
tunjangan kesehatan, tunjangan anak istri dan tunjangan perjalanan dinas, hal ini
agar kinerja pegawai dapat lebih bak. jika dilihat dari peraturan perpajakan,
tunjangan termaksud penambah penghasilan. Namun, Perusahaan menerapkan

pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan dianggap sebagai biaya. Dan tidak
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dimasukan sebagai penambah penghasilan dengan alasan jika tunjangan tersebut
diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pagak

tersebut

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi, termaksud
bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan
pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang
pribadi. Dalam setigp penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak diharuskan
adanya pelaporan pada Departemen Perpajakan, mengenai besarnya jumlah pagak

yang harus dibayar.

Pengertian pelagporan itu sendiri menurut Direktorat Jenderal Perpajakan
adalah pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pgjak didalam
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang.

Setelah proses pelgporan dilaksanakan wajib pajak, tahap selanjutnya
wajib pagak diharuskan melaksanakan pembayaran, dimana pembayaran itu
sendiri dilakukan lewat bank-bank pemrintah maupun swasta. Adapun
pelaksanaan pembayaran pajak menurut Direktorat Jenderal Perpagjakan adalah
metode yang harus dilakukan oleh wajjib pajak dalan membayar kewajiban
terutangnya melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh Departemen
Perpagjakan, seperti bank-bank pemerintah dan swasta, kantor pos ataupun bisa
melalui cara pembayaran secara elektronik.

Semua ketentuan diatas diatur dalam PPh Pasal 21, dimana pemotongan
adalah pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan

yang diterima oleh Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan
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pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (setigp ggji yang diterima oleh pegawal
dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja)
Dalam tahap Penerapan dan perhitungan pajak PPh Pasal 21 dapat

dilakukan perkiraan sebagai berikut:

[ Penghasilan K ena Pajak Wajib Pajak ]

A 4

PPh Pasal 21 berdasarkan PPh pasal 21 menurut
PT. Antar Lintas Peraturan Perpajakan
Sumatera Medan UU. No. 36 tahun 2008

A

Penerapan Perhitungan Paj ak
Penahasilan PPh pasal 21

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
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METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa Deskriptif, dimana analisa
deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena masalah dan
menganalisanya menjadi suatu kesimpulan.

Menurut Kuncoro (2012:48), mengatakan bahwa metode deskriptif
merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, dan
diinterprestasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecah
masalah.

Berdasarkan metode dan teori yang ada maka penelitian ini berbentuk
deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa data yang bersifat menjelaskan,
menggambarkan dan menjabarkan secara Sistematis tentang suatu  hal
permasalahan berdasarkan data dan keterangan yang tersedia, dengan cara
mengumpulkan data-data yang merupakan factor pendukung variable judul untuk

kemudian dianalisa

B. Definis Operasional Variabel
Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu
variabel dengan cara memberikan atau dengan cara menspesipikasikan variabel

diukur. Adapun Variabel dan indikator yang diuraikan sebagai berikut :

35



36

1. PPh Pasal 21 berdasarkan PT. Antar Lintas Sumatera Medan adalah
pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib
pajak untuk membayarnya.

2. PPh pasal 21 menurut Peraturan Perpajakan adalah pgjak yang terutang
atas penghasilan yang menjadi kewagjiban wajib paak untuk
membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gai,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pgak orang

pribadi dalam negeri.

C. Tempat dan Waku Pendlitian
1. Tempat penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan Pada PT. Antar Lintas Sumatera yang
beralamat Jl. SisingamarajaKm. 6,5 Medan
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember2018 sampai dengan Maret

2019 yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :



Tabd I11.1
Waktu Pendlitian
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No | Jadwal K egiatan

Bulan Pelaksanaan 2018-2019

Jan

Feb

Mar

411,23

2

3

1 | Prariset

2 | Penggjuan judul

3 | Bimbingan Proposal

4 | Seminar Proposal

5 | Pengumpulan data

6 | Bimbingan Skripsi

7 | Sidang Megja Hijau

D. Jenisdan Sumber Data

a JenisData

Daam hal ini data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari

bagian Administrasi dan Keuangan PT. Antar Lintas Sumatera Medan. Dalam

menyelesaikannya, jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel

yang diteliti terdiri dari :

1) DataPrimer merupakan data yang didapat secaralangsung melalui riset di

perusahaan khususnya di Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Antar

Lintas Sumatera M edan.

2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menanyakan

kepadainternal perusahaan yang lebih mengetahui masalah yang diteliti.
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b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
dan kuantitatif. sumber data penelitian antara lain: slip gaji, daftar pemotongan

PPh 21, penyetoran PPh 21, pelaporan PPh 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi
wawancara/interview,dan pengamatan/observasi. Ketiga teknik tersebut dijelaskan
sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang
diperlukan yaitu rekapitulasi daftar gaji, daftar pemotongan PPh 21,
Penyetoran PPh 21, Pelaporan PPh 21 dari Januari 218 - Desember 2018.

2. Teknik wawancara/imterview adalah teknik pengumpulan data yang
didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu.
Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut
masalah yang digukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada
informan yang dianggap menguasai masal ah penelitian.

3. Teknik pengamatan/observasi adalah pengamatan yang sistematis tentang

masalah yang dipilih untuk diteliti..

F. Tekinik Analiss Data
Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan analisis data,
yaitu:
1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Antar Lintas

Sumatera Medan yang terdiri dari
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a. Gagji pokok
b. Tunjangan
2. Menghitung ulang terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada
Peraturan Perpajakan UU. No 36 tahun 2008
a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas ggji pokok yang
disetahunkan.
1) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pgjak dari Penghasilan

ggji pokok, dengan perhitungan sebagai berikut:

Gagji pokok pegawai Rp. xxx
Biayajabatan Rp. xxx
PTKP Rp. Xxx -
Penghasilan Kena Pgjak Rp. xxx

2) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
sesuai dengan peraturan perpajakan. pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai

berikut (Undang-Undang No. 36 tahun 2008):

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000 15%
Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30%

b. Penghitung PPh Pasal 21 terutang atas gaji pokok yang disetahunkan
dan tunjangan
1) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pgjak dari gaji pokok,

dengan perhitungan sebagai berikut:
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Gagji pokok pegawai Rp. xxx
Tunjangan Rp. xxx
Biayajabatan Rp. xxx
PTKP Rp. Xxx -
Penghasilan Kena Pgjak Rp. xxx

2) Menghitung jumlah pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
sesuai dengan peraturan perpajakan. pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi terutang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai

berikut (Undang-Undang No. 36 tahun 2008):

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5%

Rp. 50.000.000 sampai Rp. 250.000.000 15%
Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30%

3. Membandingkan penghitungan pagak penghasilan pasa 21 yang
dilakukan PT. Antar Lintas Sumatera Medan dengan hasil penghitungan
pajak penghasilan menurut UU. No. 36 tahun 2008

4. Dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan
tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT.
Antar Lintas Sumatera Medan sudah melakukan penghitungan pajak
penghasilan pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpgakan UU.

No. 36 tahun 2008



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sgarah Singkat Perusahaan

Perusahaan Antar Lintas Sumatera (ALS) adalah suatu perusahaan jasa
transportasi darat yang kegiatan utamanya yaitu pengantar penumpang sampai
ketujuan dengan selamat dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik
mungkin selama dalam perjalanan. Perusahaan Antar Lintas Sumatera berbentuk
perseroan terbatas yang pada saat pendiriannya dimaksudkan untuk jangka waktu
70 tahun lamanya, terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh yang berwajib
dengan terlebih dahulu mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam
pasa 21 dari kitap Undang-Undang Perniagaan.

PT. ALS berdiri pada tanggal 29 September 1966, dengan alamat kantor
pusat Jn. Thamrin, Medan. Modal dasar PT. ALS ini adalah Rp. 65.000.000, yang
terdiri dari 13 lembar saham seri A yang disebut “Saham Istimewah” dan 52
lembar saham B yang disebut “Saham Biasa’ yang masing-masing nominalnya
@ Rp. 1.000.000,- dari modal tersebut diambil dan disetor penuh dengan uang
tunai yang sah ke dalam kas perseroan semua saham seri A. pada saat berdirinya
PT. ALS memiliki armada 7 unit dengan merek Chevrolet keluaran tahun 1957
dan tahun 1958, dan saat itu trayeknya baru ada dua, yaitu :

1. Medan — Kotanopan (Tapanuli Selatan)

2. Medan — Padang ( Sumatera Barat )
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Pada tahun 1978 kantor pusat dipindahkan ke Jn. Amaliun No 2A dan

terakhir dipindahkan ke Jn. Sisingamangrga km 6,5 Medan, pada tahun 1988

sampai sekarang.

Pada tahun 1980, PT. ALS mengikuti konsorsium dalam suatu pendirian

organisasi yang diberi nama Sanutra. Sanutra adalah kepanjangan dari Satu Nusa

Trangportasi yang beranggotakan 10 perusshaan yang pengangkutan dengan

trayek perjalanan Banda Aceh dan Denpasar.

Namanama anggota perusahaan pengangkutan tersebut adalah sebagai

berikut, yaitu :

1.

2.

8.

9.

Perusahaan pengangkutan Cipto yang berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan pengangkutan Bali Indah yang berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan pengangkutan Sari Expres yang berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan pengangkutan Antar Lintas Sumatera (ALS) yang berkedudukan
di Medan.

Perusahaan pengangkutan Antara Sumatera (ANS) yang berkedudukn di
Padang.

Perusahaan pengangkutan Gumarang Jaya yang berkedudukan di Padang.
Perusahaan pengangkutan Bengkulu Indah yang berkedudukan di Bengkulu.
Perusahaan pengangkutan Bunga Setangkai yang berkedudukan di Padang.

Perusahaan pengangkutan Kurniayang berkedudukan di Banda Aceh.

10. Perusahaan pengangkutan Aceh Transport Sumatera (ATS) yang

berkedudukan di Banda Aceh.

Dalam rapat konsorsium yang diadakan di banda Aceh ditetapkan dengan

ketentuan bahwa setigp penumpang yang hendak pergi ke Jawa dan Denpasar,
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seandainya dari anggota Sanutra saat hendak berangkat ada kerusakan pada bus
anggota sanutra lainnya, maka penumpang dari bus tersebut dialihkan kepada bus
anggota Sanutra lainnya. Tanpa ada suatu keributan atau perkelahian diantara
sesama anggota sanutra dan urusan tersebut diselesalkan oleh perusahaan
pengangkutan PO.Cipto sebagai induk organisasi Sanutra yang berkedudukan di
Jakarta.

Sesuai dengan perkembangan zaman, PT. ALS dalam memenuhi dan
memuaskan keinginan konsumennya yang beranekaragam dan terdiri dari
berbagal strata sosial, menyediakan beberapa kelas armadanya, yaitu :

1. Kelas Ekonomi
2. Kelas Eksekutif, dan
3. Kelas Super Eksekutif

Hingga Sekarang perusahaan pengangkutan tersebut lebih dikenal dengan
perusahaan pengangkutan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS), dengan jumlah
armada yang sudah mencapai lebih dari 500 unit, dan pada saat ini, Perusahaan
PT. Antar Lintas Sumatera dipimpin oleh Bapak H. Chandra L ubis.

2. Kegiatan Operasional PT. Antar Lintas Sumatera Medan
a. menjalankan perusahaan pengangkutan darat
b. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha industri, diantaranya
perbengkelan Bus.
c. Menjalankan usaha-usaha pemborongan, satu dan lainnya dalam arti kata

yang seluas-luasnya.
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3. Logodan Makna Logo PT. Antar Lintas Sumatera

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo sebagai pelambang atau
pembeda antara perusahaan yan satu denga yang lainnya. logo bagi suatu
perusahaan mempunyai arti dan makna tersendiri bagi perusashaan tersebut.
Dengan demikian pula Perusahan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan.
Adapun bentuk logo dan makna logo dari PT. Antar Lintas Sumatera (ALYS)

Medan dapat dilihat seperti dibawah :

Gambar 1V. 1 Logo PT. Antar Lintas Sumatera

a. memiliki Rute Sekitaran pulau Sumatera yakni Medan- Kotanopan dan
M edan-Padang.

b. Bentuk Logo yang berbentuk lingkaran melambangkan bahwa PT. Antar
Lintas Sumatera memiliki satu kesatuan dengan dengan pengangkutan-
pengakutan yang menjadi PO ALS

4. Vis, Mis dan Motto
1. Vis
Menjadikan PT. ALS sebagai service company yang bergerak dalam
bisnis jasatransportasi

2. Mis
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Memberikan kepuasan value dan benefit terbaik tanpa henti kepada
penumpang.
3. Motto

Bekerja sama dan sama- sama bekerja

5. Struktur Organisas dan Deskrips Tugas PT. Antar Lintas Sumatera
Suatu organisasi dengan segala aktivfitas terdapat hubungan diantara orang-
orang yang menjalankan aktivitas tersebut.makin banyak kegiatan yang dilakukan
dalam suatu organisasi, makin komplek pula hubungan-hubungan yang ada.untuk
itu perlu dibuat suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan tersebut
termaksud hubungan antara masing-masing kegaitan atau fungsi. Bagan yang
dimaksud yang dimaksud adalah sturuktur organisasi. Adapun struktur organisasi

PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan, dapat dilhat di bawah ini :
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Gambar 1V.2
Struktur Organisasi PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan
Sumber : PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan, 2015
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6. Deskrips Tugas

a RUPS

RUPS adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi PT. ALS dan

sekalis merupakan perwujudan dari semua persero atau pemegang saham.

1) Kekuasaan

a)
b)
©)
d)
€)

f)

Menganggkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
Merubah Anggaran Dasar dan membuat Anggaran Rumah Tangga.
M enetapkan kebijaksanaan mengenai jalannya perusahaan.

M enetapkan pembagian keuntungan.

M enetapkan konsultan.

Dan lain-lain.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah badan/organ pengawas dalam pelaksanaan

tugas pengelolaan dan pengurusan Direksi terhadap kepentingan

PT.ALS.Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan

fungsi eksekutipjadi Dewan Komisaris bukan pekerja dalam

manajemen PT.AL S.Selanjutnya Dewan Komisaris Diangkat RUPS.

3) Tugas dan Wewenang

a)

b)

d)

Melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan
Direksi.

Komisaris bersama Direksi sama-sama menandatangi laporan
tahunan serta daftar perhitungan laba-rugi.

Komisaris mengawasi pembuatan neraca serta daftar |aba-rugi.

Memberi nasihat kepada Direksi.
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e) memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang
dipergunakan PT. ALS.

f) Memeriksabuku-buku, bukti-bukti dan surat-surat.

g) Memeriksauang kas dan lain-lain surat berharga

h) Meminta keterangan kepada Direksi yang berkenan dengan hal-hal
perseroan dan Direksi harus memberi keterangan sebagaimana
yang diperlukan Dewan Komisaris.

i)  Memproses untuk pemberian persetujuan terhadap tindakan Direksi
dalam hal Direksi melakukan tindakan :
(1) Meminjamkan uang atas nama PT.ALS.
(2) Membeli dan menjual hartatetap dan atas namaPT. ALS
(3) menghipotekkan atau menggadaikan atau membebankan

dengan caralain atas hartatetap PT. ALS.

(4) Mengikat PT. ALS sebaga penjamin hutang untuk

kepentingan seorang atau badan hukum

j) Dengan suara terbanyak bisa setigp waktu dapat memberhentikan
sementara para anggota Direksi karena aasan-alasan penting
(umumnya apabila Direksi melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangn dengan Anggaran Dasar PT. ALS atau mengikat PT.

ALS atau melalaikan kewgjibannya.

4) Rapat Dewan Komisaris
a) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama (jika

Komisaris Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah
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seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan komisaris
yang hadir.

b) Rapat Dewan Komisaris yang sah dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat agpabila dihadiri oleh 50%(lima puluh
persen) jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

5) Tanggungjawab

Dewan Komisaris dalam melakukan pengaawasannya terhadap PT.

ALS bertanggungjawab kepada RUPS.L azimnya pertangggungjawaban

Komisaris diberikan sekali setahun pada waktu dilaksanakan RUPS

tahunan.sedangkan  tanggungjawab  keluar saama  dengan

tanggungjawab keluar Direksi ( kepada pihak ketiga).
b. Direksi

Direksi adalah organ/badan yang mewakili kepentingan PT. ALS dengan
menjalankan perusahaan untuk memimpin dan mengemudikan perusahaan
daam melakukan usaha-usahanya sesaual dengan kehendak RUPS.
selanjutnya Direksi diangkar oleh RUPS.
1) Tugas dan Wewenang

a) mengatur atau mengurus kegiatan- kegiatan usaha PT. ALS.

b) Memimpin dan membuat kegiatan dalam perseroan untuk

mencapai tujuan PT. ALS.

¢) melakukan panggilan RUPS.

d) Mengurus kekayaan PT. ALS.

e) Melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk memelihara

kekayaan PT. ALS.
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f) Memberitahukan berkurangnyamodal PT. ALS.
g) Mewakili PT. ALS di dadlam dan di luar pengadilan
2) Rapat Direksi

Rapat Direks dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau oleh 2(dua)

orang anggota Direksi, pada waktu yang mereka anggap perlu dengan

surat panggilan tertulis dan disampaikan secara langsung kepada
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima dari yang menerima.
3) Tanggungjawab

Tanggungjawab Direksi terdiri dari tanggungjawab ke dalam dan

tanggungjawab ke luar.

a) Tanggungjawab ke dalam adalah tanggungjawb Direksi kepada
RUPS. Tanggungjawab dimaksud merupakan tugas yang
dipercayakan kepada Direksi, yaitu mengena tugas yang
dibebankan kepada Direksi oleh RUPS. dalam ha ini Direksi
setahun sekali harus mempertanggungjawabkan pimpinannya
selama setahun yang lampau di muka RUPS dengan jalan membuat
laporan tahunan serrta menyusun neraca dan daftar laba-rugi,
lengkap dengan penjelasannya.

b) Tanggungjawab ke luar adalah tanggungjawab Direksi kepada
pihak ketiga.

c. Direktur Utama
Direktur Utama adalah Jabatan fungsioanal tertinggi pada managemen
PT.ALS

1) Tugas



2)

b)

o1

Meminpin dan mengelolah usaha PT. ALS termaksud didalamnya
aspek keuangan dan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan yang baik.

Mengangkat, memberhentikan, membina dan menilai konduite
Staff/Karyawan PT. ALS

Mangamankan kekayaan PT. ALS

Melaporkan keadaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
Direktur Utama selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum RUPS
wajib menyampaikan Rancangan program Kerja dan Rancangan
Perkiraan Pendapatan dan Biaya untuk tahun buku berikutnya

kepada Dewan Komisaris/Pemegang Saham.

Kewgjiban

a)

b)

d)

Melaksanakan pengelolaan usaha PT. ALS dengan berpedoman
kepada kebijaksanaan umum RUPS.

menyusun perangkal organisas mangemen yang sekurang-
kurangnya terdiri dari bagian keuangan administrasi, penelitian dan
pengembangan, pengangkutan dan sistem informasi manajemen.
Selambat-lambatnya 2(dua) bulan setalah berakhirnya tahun buku
Direktur Utama wajib mempertanggungjawabkan atas pel aksanaan
kebijaksanaan Umum Pengurusan dan Realisasi Program Kerja
serta Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran tahun lalu.

Menyusun Rancangan Program Kerja, Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Pengeluaran dan menyampaikan kepada pengurus

selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
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3) Wewenang Direkrtur Utama.

a)

b)

f)

Membentuk organisasi pelaksanaan usaha sesuai dengan kebutuhan
baik dalam bentuk unit usaha otonom maupun kerjasama (joint
venture) maupun dalam bentuk usaha lainnya atas persetujuan
Dewan Komisaris.

Menetapkan tata kerja dan mekanisme organisas pada tingaktan
manajemen.

mengangkat, mempromosikan, memutasikan dan memberhentikan
Staff/Karyawan.

M enetapkan peraturan kepegawaian

Mengelola sumber dana dan penggunaan dana bak dari dalam
maupun dari luar dengan memperhatikan aspek financial dan
ekonomis.

menandatangani  surat-surat berharga seperti cek, giro, dan
perjanjian-perjanjian atau persetujuan Dewan Komisaris, begitu
juga membuka rekening pada Bank-Bank teknis yang dianggap

perlu.

4) Tanggungjawab

Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada RUPS

d. Direktur Administrasi Umun dan Keuangan

Direktur Administrasi Umun dan Keuangan adaah jabatan fungsional di

bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang kedudukannya diangkat

dan diberhentikan oleh RUPS.
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1) Tugas

a) Merumuskan rancangan Kkebijaksanaan di bidang keuangan,
pembiayaan akuntansi dan kesekretariatan dan kepegawaian
sebagai masukan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan sebagai
kebijaksanaan yang berlaku di perusahaan PT. ALS.

b) Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan yang berkaitan dengan keuangan pembiayaan, akuntansi,
kesekratariatan, kepegawaian dan urusan umum sesuai dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama.

2) Fungsi

Direktur Keuangan dan Administrasi berfungsi sebagai koordinator dan

pemberi pelayanan terhadap kepentingan operasional kerja pada

organisasi PT. AL S sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Tanggungjawab

Direktur Keuangan dan Administrass Umum bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya serta melgporkan kegiatannya kepada Direktur

Utama.

4) Perangkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Keuangan

dan Administrasi Umum dibantu oleh Perangkat organisasi yang terdiri

dari
e. Divisi Administrasi Keuangan
Divisi Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan

dibantu oleh Staff Pembukuaan dan Kasir yang kedudukannya diangkat dan
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diberhentikan oleh Direktur Utama atas usul Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum.

1) Tugas

2)

3)

Bagian Administrasi Keuangan dan Staff bertugas:

a)
b)
©)

d)

f)

9)

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Biaya, Neraca L aba-Rugi
Menyediakan dan mengendalikan keuangan/liquiditas
Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuaan terhadap semua
transaksi yang terjadi.

Menyajikan dan melaporkan kegiatan akunting bak secara
bulanan, yang mencakup pada posis keuangan , neraca, laba-rugi
Malakukan analisa terhadap laporan keuangan

Membuat laporan dan memberikan informasi atas kondisi
keuangan perusahaan .

Melakukan negosias dan kerjasama dengan pihak perbankan.

Fungsi

Kepada Divisi Administrasi dan Staff berfungsi sebagai pelaksana

pembantu Direktur Keuangan dan Administrasi dan Pembantu Direktur

Utama dalam analisa, Pelgporan, penggaian sumber dana dan

kerjasama dengan pihak perbankan sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya.

Tanggungjawab

Kepada Divisi Administrasi dan Staff bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Keuangan dan Administrasi

Umun.
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f. Kasir
Kasir adalah perangkat organnisas yang kedudukannya langsung berada di
bawah Divisi Administrasi dan Keuangan, diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama setalah mendengar usul dari Kepada Divisi Administrasi
dan Keuangan.
1) Tugas
Kasir bertugas menerima, membayar, dan mengeluarkan uang sesuai
dengan ketentuan di PT. ALS.
2) Fungsi
Kasir berfungsi sebaga pelaksana transaks penerimaan dan
pengeluaran keuangan.
3) Tanggungjawab
Kasir bertangggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepada
Divisi Administrasi dan Keuangan.
g. Divisi Administrasi Umum
Divisi Administrasi Umum adalah perangkat fungsional Direktur Utama
dipimpin oleh seorang Diviss Administrass  Umum  dibantu
Staff/kepegawaian yang kedudukannya diangakat oleh Direktur Utama
setelah mendengar usul dari kepada Divisi Administrasi Umum
1) Tugas
a) Mengatur dan mengelolah pemakaian, penggunaan dan memelihara
kantor.
b) Menyelenggarakan, melaksanakan, menertipkan arus keluar

masuknya surat dan dokumentasi, reproduksi dan penggandaan.
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c) Menyeusun program penggandasan, penempatan, evaluasi dan
pengembangan Kkarier, pendidikan dan latihan, kesejahteraan,
mencatat data absensi, mengatur cuti, mengatur tunjangan bonus
dan kesgjahteraan staff/karyawaan.

2) Fungsi

Kepala bagian Administrass Umum dan staff berfungsi sebagai

pelaksana pembantu Direktur Keuangan dan Administrasi sesual

dengan tugas da tanggungjawabnya.
3) Tanggungjawab

kepala Divis Administrass Umum dan staff bertanggungjawab atas

pelaksanaan tugasnya dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur

Keuangan dan Administrasi Umum.

h. Kepegawaian
bagian Kepegawaian adalah perangkat fungsional Direktur Utama yang
dipimpin oleh seorang kepada Bagian yang kedudukannya diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendengar usul pertimbangan
dari kepala Divis Administrasi Umum.
1) Tugas

a) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan rekrutmen dan seleksi
pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan atas perintah Direktur
Utama.

b) Menyiapkan data Administrasi kepegawaian yang dibutuhkan oleh

bagian keuangan guna pembuatan daftar gaji dan lembur pegawai.
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3)
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c) Melaporkan kegitan Kepegawaian secara periodik setigp bulan
kepada Direktur Utamamelalui Kepala Divisi Administrasi Umum.

Fungsi

Kepala Bagian Kepegawaian berfungss membantu Kepaa Divisi

Administrass Umum dalam melaksanakan kegiatan pengelolahan

kepegawaian dan administrasi kepegawaian

Tanggungjawab.

kepala bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari

bertanggungjawab kepada kepala Divisi Administrasi Umum.

Direktur Operasional

Direktur Operasional adalah jabatan fungsional di bidang operasional yang

kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

1)

Tugas

Menuangkan rancangan kebijaksanaan di bidang operasiona bis-bis
PT. ALS/ Pengangkutan dan perwakilan operasional/keagenan bis PT.
ALS sebaga masukan Kepada Direktur Utama untuk ditetapkan

sebagai kebijaksanaan yang berlaku di perusahaan PT. ALS

2) Fungsi

Direktur Operasional berfungsi sebagai koordinator dan pemberi
palayanan terhadap kepentingan operasional kerja pada organisasi PT.

ALS sesua dengan bidang tugasnya

3) Tanggungjawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atas pelaksanaan

tugasnya serta melaporkan kegiatan kepada Direktur Utama.
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4) Perangkat Operasional
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direktur
Operasional dibantu oleh perangkat organisasi yang terdiri dari :
j. Divisi Penelitian dan Pengembangan /Logistik
Divisi Penelitian dan Pengembangan/Logistik adalah perangkat fungsional
Direktur Utama di bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari
satu orang atau lebih staff ahli yang kedudukannya diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama. Dalam hal ini jumlah staff Ahli Iebih
dari satu orang, Direktur Utama dapat menunjuk salah seorang diantaranya
sebagai koordinator.
1) Fungsi
Perangkat Penelitian dan Pengembangan/Logistik berfungsi sebagai
pembantu  Direktur Operasional, dalam hal penelitian dan
pengembangan di bidan organisasi, usaha, permodalan, sehingga
organisasi mangiemen dan ussha PT. ALS senantiasa akan selalu
berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan kemagjuan
perkembanan modal transportasi serta mengurus yang berkaitan dengan
logistik perusahaan.
2) Tugas
a) Melakukan pendekatan ke instansi terkait dalam rangka
pengembangan PT. ALS
b) Melakukan analisa pengembangan organisas dan usaha-usaha

PT.ALS.
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c) Menyusun dan Menyempurnakan sistem, prosedur, tatalaksana dan
konsep-konsep pengembangan dengan koordinasi bersama-sama
direktur-direktur.

d) Membuat Laporan berkala : bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan.

3) Tanggungjawab
Perangkat Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab Kepada Direktur Operasional.
k. Divisi Pengangkutan
Divisi Pengangkutan adalah perangkat fungsional Direktur Operasional di
bidang pengangkutan yang meliputi Trip/keberangkatan bis yang dipimpin
oleh seorang kepala komando pengendalian/perwakilan beserta staff yang
berkedudukan dan diangkat serta diberhentikan Direktur Utama, setelah
mendengar usul Direktur Operasional
1) Tugas

a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan Trip/keberangkatan
bis dan melaporkan program kerjadi bidang pengangkutan

b) Menyusun dan membuat rancangan Trip/keberangkatan bis yang
akan dilaksanakannya

c) Membuat laporan berkala : bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan

d) Melakukan mendekatan dan kerjasama/charteran dengan pihak lain
berdasarkan persetujuan Direktur Operasional dan sesua ketentuan

yang ada.
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2) Fungsi
Kepada Divisi Pengangkutan berfungs sebaga pimpinan yang
berdasarkan atas maju mendurnya Trip/keberangkatan bis dan setiap
Trip/keberangkatan bis mendapat persetujuan dari Direktur Operasional.
3) Tanggungjawab
Kepala Divisi Pengangkutan bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja
sesuai dengan bidang tugasnya serta melaporkan hasil kegiatan kepada
Direktur Operasional.untuk membantu melaksanakan tugas Divisi
Pengangkutan sesuai dengan fungsinya, maka kepada Divisi dibantu
oleh staff sebagai berikut :
l.  Perwakilan
Perwakilan adalah perangkat organisasi PT. ALS ditingkat wilayah
operasi/trayek bis PT. ALS yang dipimpin oleh seorang kepala Perwakilan
yang kedudukannya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
dengan mendengar pertimbangan Direktur Operasional.
1) Tugas
Kepala perwakilan bertugas :
a) Merencanakan, mengkoordinasikan, mel aksanakan dan
mengendalikan program-program usaha kerjasama/mandiri.
b) Merencanakan, mennyususn, membuat dan mengendalikan anggaran
pendapatan dan biaya, neracalaba/rugi dan cash flow proyek/usaha..
¢) Membina dan mengembangkan setiap potensi usaha yang dipandang
secara ekonomis layak untuk dilakukan secara mandiri maupun

kerjasama dengan pihak lain.
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d) Memberikan masukan dan usulan kepada Direktur utama dan
Direktur Operasional terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
mangjemen, organisasi dan usaha serta pembinaan anggota di
wilayahnya.

2) Fungsi
Kepala perwakilan berfungsi sebagai pimpinan dan bertangggungjawab
dengan maju mundurnya usaha dan program perwakilan

3) Tanggungjawab

Kepala Perwakilan bertanggungjawab terhadap hasil kerjanya sesuai

dengan bidang tugasnya dan melaporkan hasil kegiatannya kepada

Divisi Pengangkutan dan Direktur Operasional serta Direktur Utama

m. Komando Pengendalian (kodal)
Kodal adalah perangkat organisasi dari Divisi Pengangkutan yang dipimpin
oleh Kepala Komando yang kedudukannya diangkat oleh Direktur Utama
dengan mendengar pertimbangan Direktur Operasional
1) Tugas

Mengendalikan/memonitoring keadaaan/kondisi bis di lokas kantor

pusat dan perjaanan.mengendalikan/memonitoring perkembangan

lanjutan penumpang pada masa-masa tertentu untuk mengevaluas
kebutuhan pengadaan bis-bis yang akan diberangkatkan.

2) Fungsi
Kepala Komando pengendalian berfungsi sebagai pengendalian bis-bis
PT.ALSdi lokasi kantor pusat PT. AL S dan diperjalanan.

3) Tanggungjawab
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Kepala Koda bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

KepalaDivisi Pengangkutan.

7. Kebijakaan PT. Antar Lintas Sumatera Medan dalam Melakukan
Perhitungan PPh Pasal 21

PT. Antar Lintas Sumatera Medan selaku perusahaan pemberi kerja diberi
kewenangan untuk melakukan perhitungan dari pemotongan PPh Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus dari perusahaan. Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang
No. 7 Tahun 1783 tentang penghasilan yang dirubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

PT. Antar Lintas Sumatera Medan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal
21 menggelompokan penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus
berdasarkan sifat pemberian dari pada penghasilan tersebut. Berdasarkan hal
tersebut penghasilan-penghasilan yang diterima pegawai dan pengurus PT. Antar
Lintas Sumatera Medan terdiri dari penghasilan ggji pokok,tunjangan kesehatan,
tunjangan dana taktis, tunjangan lain-lain, yaitu penghasilan teratur yang diterima
pegawai setigp bulannya, dan tunjangan hari raya (THR) yaitu penghasilan tidak
teratur yang diterimapegawai yang diberikan satu kali dalam setahun.

Penghasilan teratur yang di terima pegawai dan pengurus dari perusahaan
pada tahun 2018, terdiri atas gaji pokok,tunjangan kesehatan, tunjangan dana
taktis, tunjangan lain-lain. Namun hanya penghasilan ggji pokok dan biaya
jabatan yang dimasukan dalam PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan. Adapun
penghasilan tidak teratur yang diberikan satu kali dalam setahun oleh perusahaan

seperti tunjangan hari raya (THR) jugatidak dimasukan dalam PPh Pasal 21



Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari

63

perusahaan,

mengidentifikasikan adanya tunjangan yang diterima pegawai dan pengurus dari

perusahaan, yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan dana taktis,

tunjangan hari raya, dan tunjangan lain-lain. besarnya tunjangan tersebut yang

diterimapegawai dan pengurus, dapat dilihat padatabel berikut ini

Tabel 1V.1
PT. ANTARLINTAS SUMATERA
DAFTAR GAJ PEGAWAI DAN PENGURUS

PERIODE 2018
No | Nama NPWP PTKP | Jabatan | Ggji Biaya | THR/ JKS 4%/ | Tunjangan Tunjangan
pokok jabatan | tahun bulan dana Lain-
Taktis/bulan lain/Bulan
1 Drs. H. Syahrul 06-729- K/3 Press. 11.000.000 | 500.000 | 11.000.000 | 440.000 | 1.650.000
Nasution 233-4-113- Kom
000
2 H.Chandra 09-849- K/3 Dir. Utama | 12.500.000 | 500.000 | 12.500.000 | 500.000 | 1.650.000 1.650.000
Lubis 358-8-121-
000
3 H.Efrizal 06-656- K/3 Dir.Keuan | 12.000.000 | 500.000 | 12.000.000 | 480.000 | 1.650.000 1.650.000
Nursewan 966-6-113- gan
000

sumber : PT. Antar Lintas Sumatera Medan, 2018

Informasi yang penulis dapat mengenai tunjangan yang diterima oleh
pegawai dan pengurus dari perusahaan, bahwa tunjangan tersebut tidak di ikut
sertakan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasa 21 dan mengalokasikannya ke

biayagaji Administrasi dan Umum.

8. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Antar Lintas
Sumatera M edan

PT. Antar Lintas Sumatera Medan merupakan perusahaan selaku pemberi

kerja bertindak sebagal pemotong PPh Pasal 21 yang memiliki kewenangan untuk

melakukan besarnya PPh Pasal 21 yang harus di potong dari penghasilan

diberikan perusahaan kepada pegawai, penerapan perhitungan PPh Pasal 21

berdasarkan data-data keuangan yang berupa daftar gaji dan tunjangan tersebut.
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Berdasarkan sifat pemberian tunjangan tersebut yang tidak dimasukkan
dalam jenis penghasilan yang harus di potong PPh Pasal 21, berdasarkan hal
tersebut maka tunjangan tidak termaksud dalam daftar pemotongan PPh Pasal 21
atas penghasilan yang di berikan kepada pegawai, padahal tunjangan tergolong
dalam jenis penghasilan yang di masukan dalam perhitungan dan pemotongan

PPh Pasal 21.

B. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang terdapat pada
PT. Antar Lintas Sumatera Medan sehubungan dengan pelaksanaan Penerapan
pemotongan PPh Pasa 21 atas tunjangan, sesuai denga permasalahan yang ada di
bab | bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atau tunjangan berdasarkan
Undang-Undang No. 36 tahun 2008. sehubungan dengan permasalahan diatas
maka penulis akan menganalisis pelaksanaan penerapan dan perbandingan
perhitungan PPh Pasal 21 atas tunjangan pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan.
penulis akan menampilkan perhitungan, pemotongan menurut perusahaan yang
seharusnya tunjangan tersebut diikut sertakan dalam perhitungan, pemotongan
PPh Pasal 21:

1. Drs. H. Syahrul Nasution

Gagji pokok/Bulan Rp. 11.000.000

Gaji pokok setahun X 12 Rp. 132.000.000
Tota Ggji Rp. 132.000.000
Biaya Jabatan 5% (Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp. 126.000.000
PTKP Rp. 72.000.000
PTKP:

Wajib Pajak Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +




PKP

tarif Pajak PPh Pasal 21
5% X Rp.50.000.000
15% X Rp. 4.000.000
PPh Pasal 21 setahun

PPh Pasal 21 Sebulan : 12
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Rp. 72.000.000
Rp. 54.000.000

Rp. 2.500.000
Rp.  600.000

Rp. 3.100.000
Rp. 258000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan Drs. H. Syahrul Nasution

status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar

Rp. 11.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan

mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikut sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan

tidak dipotong paak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut

diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pagak

tersebut.

2. H.ChandralLubis

Ggji Bruto/Bulan
Ggji Bruto setahun X 12

Total Gaji

Biaya Jabatan 5%
Penghasilan Neto
PTKP

PTKP:

Wajib Pajak
Wajib Pajak Kawin

Rp. 12.500.000

Rp. 150.000.000

Rp. 150.000.000
(Rp. 6.000.000)
Rp. 144.000.000
Rp. 72.000.000

Rp. 54.000.000
Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +

PKP

tarif Pajak PPh Pasal 21
5% X Rp.50.000.000
15% X Rp.22.000.000
PPh Pasal 21 setahun

PPh Pasal 21 Sebulan : 12

Rp. 72.000.000
Rp. 72.000.000

Rp. 2.500.000
Rp. 3.300.000

Rp. 5.800.000
Rp.  483.000
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Berdasarkan perhitungan menurut perusshaan H.Chandra Lubis status
kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gai sebesar
Rp.12.500.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan
mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikut sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan
tidak dipotong paak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut
diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib paak
tersebut.

3. H.Efrizal Nursewan

Ggji Bruto/Bulan Rp. 12.000.000

Gaji Bruto setahun X 12 Rp. 144.000.000
Tota Ggji Rp. 144.000.000
Biaya Jabatan 5% (Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp. 138.000.000
PTKP Rp. 72.000.000
PTKP:

Wajib Pajak Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +
Rp. 72.000.000

PKP Rp. 66.000.000
tarif Pajak PPh Pasal 21

5% X Rp.50.000.000 Rp. 2.500.000

15% X Rp.22.000.000 Rp. 2.400.000

PPh Pasal 21 setahun Rp. 4.900.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12 Rp.  408.000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan H.Efrizal Nursewan status
kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gai sebesar
Rp.12.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan
mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikut sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan
tidak dipotong paak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut
diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pagak

tersebut.
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C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, penergpan perhitungan,
pemotongan PPh Pasa 21 pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan, yang dimana
seharusnya tunjangan diikut sertakan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal
21 namun di PT. Antar Lintas Sumatera Medan tidak dilakukan. perusahaan
beranggapan bahwa pemotongan tunjangan tersebut akan memberatkan wajib
pajak tersebut. berikut ini penulis akan menampikan perhitungan PPh Pasal 21
yang sudah dengan tunjangan di dalam perhitungan yang harus dipotong
seharusnya:

1. Drs. H. Syahrul Nasution

Gaji pokok/bulan Rp. 11.000.000

Gaji pokok setahun X 12 Rp. 132.000.000
JKS/Bulan (0,4%) Rp.  440.000

JKS setahun X 12 Rp. 5.280.000
Tunjangan dana Taktis’/bulan ~ Rp. 1.650.000

Tunjangan dana T aktis setahun X 12 Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya Rp. 11.000.000 Rp. 11.000.000
Penghasilan Bruto Rp. 168.080.000
Biaya Jabatan 5% (Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp. 162.080.000
PTKP Rp. 72.000.000
PTKP:

Wajib Pajak Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +
Rp. 72.000.000

PKP Rp. 90.080.000
tarif Pgjak PPh Pasal 21

5% X Rp.50.000.000 Rp. 2.500.000

15% X Rp.40.080.000 Rp. 6.012.000

PPh Pasal 21 setahun Rp. 8.512.000

PPh Pasal 21 Sebulan : 12 Rp. 709.000
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Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak
No. 36 tahun 2008 Drs. H. Syahrul Nasution status kawin dan memiliki
tanggungan 3 dengan gaji Rp.11.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
sebesar Rp. 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai
penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21

sebesar Rp. 451.000/bulan (Rp. 709.000 — Rp. 258.000).

2. H.ChandralLubis

Gaji pokok/bulan Rp. 12.500.000

Gaji pokok setahun X 12 Rp. 150.000.000
JKS/Bulan (0,4%) Rp.  500.000

JKS setahun X 12 Rp. 6.000.000
Tunjangan dana Taktis’/bulan ~ Rp. 1.650.000

Tunjangan dana T aktis setahun X 12 Rp. 19.800.000
Tunjangan lain-lain/bulan Rp. 1.650.000

Tunjangan lain-lain setahun X 12 Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya Rp. 12.500.000 Rp. 12.500.000
Penghasilan Bruto Rp. 208.100.000
Biaya Jabatan 5% (Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp. 202.100.000
PTKP Rp. 72.000.000
PTKP:

Wajib Pajak Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +
Rp. 72.000.000

PKP Rp. 130.100.000
tarif Pajak PPh Pasal 21

5% X Rp.50.000.000 Rp. 2.500.000

159% X Rp.80.100.000 Rp. 12.015.000

PPh Pasal 21 setahun Rp. 14.515.000

PPh Pasal 21 Sebulan : 12 Rp. 1.210.000
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Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak
No. 36 tahun 2008 H.Chandra Lubis status kawin dan memiliki tanggungan 3
dengan gaji Rp.12.500.000, penghasilan tidak kena paak (PTKP) sebesar Rp.
72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebaga penambah
penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar

Rp. 727.000/bulan (Rp. 1.210.000 — Rp. 483..000).

3. H.Efrizal Nursewan

Gaji pokok/bulan Rp. 12.000.000

Gaji pokok setahun X 12 Rp. 144.000.000
JKS/Bulan (0,4%) Rp.  480.000

JKS setahun X 12 Rp. 5.760.000
Tunjangan dana Taktis’/bulan ~ Rp. 1.650.000

Tunjangan dana T aktis setahun X 12 Rp. 19.800.000
Tunjangan lain-lain/bulan Rp. 1.650.000

Tunjangan lain-lain setahun X 12 Rp. 19.800.000
Tunjangan Hari Raya Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Penghasilan Bruto Rp. 201.360.000
Biaya Jabatan 5% (Rp. 6.000.000)
Penghasilan Neto Rp. 195.360.000
PTKP Rp. 72.000.000
PTKP:

Wajib Pajak Rp. 54.000.000

Wajib Pajak Kawin Rp. 4.500.000

Tambahan Tanggungan (Maks 3) Rp. 13.500.000 +
Rp. 72.000.000

PKP Rp. 123.360.000
tarif Pajak PPh Pasal 21

5% X Rp.50.000.000 Rp. 2.500.000

159 X Rp.73.360.000 Rp. 11.004.000

PPh Pasal 21 setahun Rp. 13.504.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12 Rp.  1.125.000

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak
No. 36 tahun 2008 H.Efrizal Nursewan status kawin dan memiliki tanggungan 3

dengan gaji Rp.12.000.000, penghasilan tidak kena paak (PTKP) sebesar Rp.
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72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagal penambah
penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar

Rp. 717.000/bulan (Rp. 1.125.000 — Rp. 408. 000).



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap data yang ada pada PT. Antar Lintas

Sumatera M edan. Maka kesimpulan yang dapat diambil, antaralain:

1. Alasan perusahaan pemberian tunjangan tidak dimasukan sebagai penambah
penghasilan pegawai, karena tunjangan adalah bentuk natura yang diberikan
oleh perusahaan kepada pegawainya maka tidak wajib dipotong PPh Pasal
21. perusahaan juga beranggapan bahwa jika pemberian tunjangan tersebut
diikut sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib
pa ak tersebut.

2. Dampak dari perbedaaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan
mengalami kerugian dikarenakan kekurangan pemotongan PPh Pasal 21
yang tidak memasukan tunjangan sebaga unsur penambah penghasilan
sehingga tunjangan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, Maka perusahaan
akan menanggung kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut.

3. Penergpan sanksi yang diberikan kepada perusahaan telah dilakukan sesuai
undang-undang yaitu dengan membayar kurang bayar atas pemotongan PPh

Pasal 21 tersebut.

71
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat penulis berikan
kepada PT. Antar Lintas Sumatera Medan, antaralain:
1. Diharapkan pada masa yang akan datang PT. Antar Lintas Sumatera Medan
tetgp mempertahankan kepatuhan di dalam melakukan potongan PPh Pasal
21 atas tunjangan
2. Untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana akibat kelalaian,
hendakanya perusshaan sdau mengikuti perkembangan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Didaam pelaksanaan pemotongan pajak hendaknya mengacu pada peraturan
perundang-undangan paak yang berlaku, maka tidak akan dihadgpkan pada

konsekuensi sanksi administrasi atau sanksi pidana
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Profile

Putri dari pasangan Bapak Mustamin
Hasibuan dan Ibu Farida Hanum
Lubis, anak ke empat dari Enam
bersaudara. Berkuliah di Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
sejak tahun 2015 dan insyaallah akan
wisuda pada tahun 2019.

Contact

PHONE:

0813-6043-7234

EMAIL:
mustikahasibuan18@gmail.com

ALAMAT :
JI. Letda Sujono Gg. Suka No. 04
Medan

MUSTIKA HANUM

HASIBUAN

NPM : 1505170366
Medan, 04 Januari 1994

Islam

pendidikan

SD (2001 - 2007)

SD Nahdalatul Ulama Medan
Medan — SUMATERA UTARA

SMP (2007 - 2010)
SMP NEGERI 35 Medan
Medan — SUMATERA UTARA

SMK (2010 - 2013)
SMK Tritech Informatika Medan
Medan — SUMATERA UTARA


mailto:mustikahasibuan18@gmail.com

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan ll'.lplln Muchtar Basai Mo, 3 Mecan 20238 Telp. [061) BEZ3301, Fax. [nau BE254T4
Wabsite : hitplewwumsn.acld  Emsll : rektonfumsa.ac

Nomor ;085 TL3-ALUMSU-05F / 2019 Medan01 Jumadil Awwal 1440 H
L -ampiran : - 07 Januari 20149 M
Perihal : 1FIN RISET

Kepada

Yih. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Antar Linlas Sumatera
T, 5 M Raja Km. 6,5
Medan

Axgalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarnkatuh

[enpan hormat, sehvbungan mahasiswa kami akan menyelesaikan stadi, untuk i kami mamahan
kesediaan Bapuk ¢ Thu  untuk memberikan kezempotm pade mahasiswa kami melakukan risel di
Perusahzan / Instansi yang Bapek ! Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skrips: vang merupekan
selah satn persyaratan dolam menyelcsaikan Mrogram Stodi Strata Sata { 5-1)

Adapun mahasiswa di Fakuitas Ekonomi Dean Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumarera Utara
tersebat adalah:

Marna : Mustika

MPM ¢ LA0A] 70360

Semesier W T oguh ———
Program Smedi LA kuntansi

Diemikian lah surat ini kami sumpadkun, atas perhatian dan kerjasame yang Bapak / Thu berikan kami
wcapkan terimm kasth

W assalamu’alaikavm Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan ;

L. Wakil Rektor [T UMSU Medun
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



o P.T. ANTAR LINTAS SUMATERA
A, Usirgammngaraia km. A,
Telp. (DL} TEREASS (Hunbngl Fax, {061] TEGETA4
sl e TG
m

sl :
Meder - Indonesis

SURAL KETERANGAN
HWOMOR . 0%/03/XI1072019

Sava veng beranda wagan di bawsh im -
Mama : IKHWAN LUBIS, SE

Jubutan : BMansper Keuangzn

Diengan ini mencranghan ;

Mama :MUSTIEA HANUM HASIBL AN
MPM ; 1505170366
Program Studi : Akuntanst

Pergurean Tinggi - Universitas bMulmmmdivah Sumaters Ulary

Maka dengan surat ini kami sampaikan mahasiswa saudara mias nama tersebut
dietes dapat meleksanakan riset di PT. Antar Lintas Sumatera ( ALS) Modan, dimulai
tanpgal 09 Januari 2019 s'd selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan unisk dapat dipergunakan  schapai
kelengkapan admimstras: pendidikan mahasiswa vang bersangkutan

Midan, 11 Januan 20019

Perwnkilan Bsnds kesh : Teminel leech lalan Reich Trein. 81T & Padann Sldiasnonn @ 1 Tmesm leeicd Bee 157 Teln GUH-224001 & kit Tisnal
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Magten Muchiar Basri Mo, 3 Medan 20238 Talp. (061} 8523301, Fax. [364) GAI5ATS
Website : hitpdwww.omauseid  Email : rektoni@umsd.ac.id

i g
Maome ¢ 1306 L3-ALUMSU-05F 2015 Medan, 06 Rajab 1440 H
Larnp, - 13 Maret 20190
Hal : MENYELESAIKAN RISET
Foepada

Yih, Bapak 7 lbu Pimpinan
PT. Antar Lintas Sumatera
Jin, 8. M., Raja Km. 6.5
Medan

Assalamn 'wlaifowm Worahmatullahi Wabarakaruh

Dengan hormar, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Stedinye, mohon kesediaan
Bapak/Tbu untuk memberikan kesempatan pads Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi vang
Bapak/Tbu pimpin, guns uniuk meefanfarkan Penyusunan ¢ Penalisan Skripsi pedae Bab IV - V, dan
selelah i Mahasiswa vang bersangkutan mendepatkan Soral Keterangan Telah Selesai Risel dan
Perusahaan yang Bapak/Tbu Pimpin, vang merupakan sglah sgtu persyaratan dalam penyelesaian
Program Studi Strata Satu { 51 ) di Fakolias Ekonemi Dan Bisnis Universitas Mulsunmadiyah
Sumatera Lltara Medan -

Adapun Mahasiswa tersebut adalah

Wama : Mustika Hamm Hasibuan

NEPM D 1505170300

Semester W { Delapan)

Program Siudi ; Akuntansi

Judul Skripsi ¢ Analisis Penerapen Dan Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 A

lunjangan Berdasarkan UL Mo, 36 Tahun 2008 Pada PT. Amtar Limas
Sumalera Medan

Demikianloh harapan kami, stas henman dan kerjasama yang Dapakdbu benkan, Kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu alaikin Warnhmatullahi Wabarakatalk,

i

Tembusan :

1. "Wakil Rektor — [T UNSU Medan
2. Pertineual.



o PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
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Talp, (061] THEA&HS Llum Far. |961] THEATEL
e, el T Aom

SURAT KETERANGAMN
NOMOR : 14037512019

Saya vang bertanda tangan di bawah ini :
Maima ; IKHWAN LUBIS, SE

Jabutan : Manager Keuangan

Dengan ini menerangkan

Mama : MUSTIKA HANUM HASIBUAN

HMPM 1 15305170366

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Umnversitas Muhammdivah Sumatera Utara

Adalah benar 1elah melakukan riset di PT. ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS)
MEDAN sejak tanggal 12 Januan 201% s/d 09 Maret 2019

Demikian surat keterangan ini diberikan wntuk dopar dipergunakan sehagai
kelenpgkapan admimisteasi pendidikan mahasiswa vang bersanpkutan

Perwabilen Bands &csh @ Terrina) Baion Jales Bazoh Telp, (81350010 « Pedang Sidimpusn ; B bsaw Borgal Mo, 197 Tep, 1634 25611 * Bukit Tinggl ©



MAJELIS PI:;?'.'D_]I}IHAN TINGEGT PENELITIAN & FF‘.NGEHB.-M\[:-H\
UNIVERSITAS MUHAMMADIVAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JUMSU 2lan Kagton Muchsar Sasrl W, 3 Madan 20298 Tutp, {061) $323304, Pa, (061} 6525474
g g Winhsita ; hitpreraw, umew ac W Email ! roklor@umss an fd

PENETAPAN IMISEN PEMEIMBING
PROPOSAL { SKRIPSI MAHASIS™ A

MNOMOR : 279/ TGS/ LA AN UMSTID5 ) F oy 2019
Arsalem ‘alaibum Warahmarallahi Wabarabanek

Dwknn Fakultet Ekonemi Den Bisnis Universitaz Mubemmadigah Simatern Utarn, berdusarkan
Perseiyivan permobonon judu! panelitian Proposz ¢ Skripsi dor Ketug Sekretaris ;

Program Stedi s Akuntansf

Fads Tanggal (1M Desember 2018
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